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BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada
Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi
Kependudukan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);

11. Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 546);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasall

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti
(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 91) diubah,
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri

dari:

a. kepala;

b. sekretariat, membawahi:
1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
2. sub bagian perencanaan dan keuangan.



c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk, membawabhi:
1. kelompok jabatan fungsional.
d. bidang pelayanan pencatatan sipil, membawabhi:
1. kelompok jabatan fungsional.
e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan
pemanfaatan data, membawabhi:
1. kelompok jabatan fungsional.
f. unit pelakasana teknis dinas (uptd); dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan,
kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian umum
dan kepegawaian meliputi penyelenggaraan urusan surat menyurat,
kearsipan, hubungan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas
sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan,
program, kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang
ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan,;

b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan
kepegawaian;

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;

d. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan tugas sub bagian umum dan kepegawaian serta menyiapkan
bahan-bahan dalam rangka pemacahan masalah;

e. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan
petunjuk teknis dibidang umum dan kepegawaian;

f. melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan bidang
dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;

g. mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan penyimpanan
barang, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang;

h. melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap
kinerja penyimpanan barang, pengurus barang dan pembantu
pengurus barang;

i. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk
penyusunan rencana kebutuhan barang;

j- melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan
aset;



melakukan pengawasan terhadap invenstaris barang serta membuat
kartu inventaris barang (KIB) dan memnuat kartu inventaris
ruangan (KIR);

mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset
serta tindaklanjut LHP;

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam
rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program dan
tata usaha;

mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai
dengan kepentingan dan permasalahannya;

meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan dinas,
dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai
sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
dinas;

melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas, dan
melalukan pendokumentasian kegiatan dinas;

mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan
kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara
serta melakukan kegiatan keprotokolan dan proses administrasi
perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;

melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta
hubungan masyarakat;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang
tugasnya;

membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan
yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan
bagi atasan; dan

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan,
kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bagian
Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.

merencanakan kegiatan sub bagian Perencanaan dan Keuangan
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang
ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian Perencanaan
dan Keuangan;

mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang



berhubungan dengan tugas sub bagian Perencanaan dan Keuangan
sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan,;
menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan serta
menyiapkan bahan- bahan dalam rangka pemecahan masalah;
mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan
bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran;
melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap
kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran;
mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja
Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

melaksanakan pembinaan pelaksanaan petunjuk teknis pengelolaan
keuangan;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup
administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS,
melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan
pembukuan, membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas;
memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai
bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut;
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan
dan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 63






